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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi tanah non 

pertanian untuk pembangunan kegiatan usaha sudah sesuai dengan tujuan 

rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sleman, yang bertujuan untuk 

mewujudkan pemerataan pembangunan, serta untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan sesuai dengan 

kebijaksanaan pembangunan desa terpadu Sleman Sembada, hal ini dapat 

dibuktikan dari 40 orang responden, yang telah memiliki IPT yaitu berjumlah 

30 orang responden (75%), sedangkan responden yang belum memiliki IPT 

berjumlah 10 orang responden (25%) dari 40 orang responden tersebut, 

dikarenakan : 

a. Tidak mengetahui prosedurnya,  

b. Responden beranggapan tanah tersebut adalah tanah hak milik mereka 

sendiri sehingga mereka berhak untuk berbuat atau melakukan apa saja 

terhadap tanah mereka tersebut, 

c. Permohonan IPT ditolak, karena tidak sesuai dengan rencana tata 

ruang wilayah Kabupaten Sleman, ataupun karena tanah pertaniannya 

masih produktif, 

d. Responden beranggapan proses melakukan pengajuan izin tersebut 

susah, lama dan biayanya mahal dalam melakukan perubahan 
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penggunaan tanah pertanian menjadi tanah non pertanian untuk 

pembangunan kegiatan usaha tersebut. 

B. Saran 

1. Bagi Instansi atau lembaga Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah 

Kabupaten Sleman : 

a. Peran serta masyarakat di dalam perencanaan tata ruang wilayah 

Kabupaten Sleman harus lebih ditingkatkan, sehingga dapat 

memberikan pertimbangan-pertimbangan atau masukan bagi 

Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman untuk dapat menentukan lokasi 

atau di daerah mana yang dapat dikembangkan dan dijadikan untuk 

daerah pembangunan, serta menentukan daerah mana yang dijadikan 

prioritas untuk tanah pertanian agar tercapai tata ruang wilayah yang 

berkualitas dan baik. 

b. Harus segera mengeluarkan ketentuan tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW) Kabupaten Sleman yang terbaru sesuai dengan 

perkembangan keadaan, yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten Sleman dan dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Sleman, agar terdapat acuan yang jelas mengenai letak tepatnya 

kawasan pertanian, serta dalam penyusunan RTRW tidak menekankan 

kepentingan atau nilai ekonomi saja karena hal tersebut akan 

berdampak mengorbankan tanah pertanian yang masih tersisa. 

c. Perlu adanya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang 

jelas menentukan mengenai penindakan terhadap pelanggar tata ruang 
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atau perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi tanah non 

pertanian yang tidak melalui mekanisme perizinan yang berlaku. 

2. Bagi masyarakat dan/atau pelaku perubahan tanah pertanian menjadi tanah 

non pertanian : 

a. Diharapkan sedapat mungkin menghindari melakukan perubahan 

penggunaan tanah pertanian menjadi tanah non pertanian, terutama 

pada tanah pertanian yang masih subur atau produktif. 

b. Bagi pelaku perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi tanah non 

pertanian, dalam melakukan perubahan tanahnya tersebut harus 

melalui prosedur perizinan yang sudah ditentukan dalam peraturan 

yang dibentuk oleh Pemerintah, yang berdasarkan rencana umum tata 

ruang wilayah yang berlaku. 

c. Diharapkan masyarakat untuk lebih ikut berperan aktif di dalam  

penyelenggaraan penataan ruang wilayah Kabupaten Sleman, dengan 

ikut berpartisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang, dalam 

pemanfaatan ruang, dan dalam pengendalian pemanfaatan ruang. 

3. Bagi akademisi atau para terpelajar atau para ahli di bidang yang 

bersangkutan mengenai perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi 

tanah non pertanian, agar dapat secara berjangka waktu untuk lebih 

memperhatikan dan ikut ambil bagian dalam hal-hal yang terkait dalam 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan/atau mengenai perubahan 

penggunaan tanah pertanian menjadi tanah non pertanian tersebut. 
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